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PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ABSTRAK : Perbup ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman,
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun
2024, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897), Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7032), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718), Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 798), Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017
Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023
Nomor 9).

Perbup ini mengatur beberapa aspek yaitu: Ketentuan Umum,
Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Pengawasan,
Sanksi, Tata Cara Penjatuhan Sanksi, Ketentuan Peralihan,
dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perbup ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2025 di Baturaja
menetapkan kerangka legal dan operasional dalam rangka
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan
berlandaskan sejumlah undang-undang dan peraturan
pelaksana.


